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ABSTRAK 

ANALISIS YURIDIS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT 

(PPKM) YANG DI BERLAKUKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA 

PENGENDALIAN VIRUS COVID-19 DI INDONESIA 

OLEH 

AULIA ZAHRA 

World Health Organization (WHO) telah menetapkan Coronavirus 

Disease 2019 atau COVID-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. COVID-19 

(coronavirus disease 2019) disebabkan Coronavirus SARS-CoV-2 Pemerintah 

Menetapkan peraturan Nomor 21 Tahun 2020 yakni penetapan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar melalui kewenangan Pemerintah Daerah dan Dasar Hukum PPKM 

Ialah Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Instruksi 

Mendagri No. 15 Tahun 2021) 

Permasalahan dalam Penelitian ini adalah (1) Apakah Dasar Hukum 

Pemerintah melakukan Penegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat dalam Pengendalian Virus Covid-19 di indonesia? (2) Bagaimana 

Penegakan Hukum yang dilakukan Pemerintah untuk Mengatasi permasalahan 

yang timbul dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

Dalam Menanggulangi Virus Covid-19? 

 Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Normatif 

yang Bersifat Deskriptif . Berdasarkan Hasil Penelitian Diketahui bahwa Dasar 

Hukum Pemerintah Melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

adalah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 

2019 (Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021) yang berdasarkan Undang- Undang 

no.6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan, dan Penegakan Hukum 

Berdasarkan Peraturan Tersebut adanya sanksi tegas dalam pasal 68 ayat (1) dan 

(2) UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU No.06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

kesehatan, serta UU No.4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular  

Kata Kunci : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Virus Covid-19 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah 

laku manusia agar dapat terkontrol, selain itu hukum juga merupakan aspek 

terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum 

mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. 

Setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan didepan hukum, sehingga 

hukum itu memuat peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak 

tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila melanggar akan 

mendapatkan sanksi. 

 Hukum sebagai peraturan yang di buat oleh suatu kekuasaan atau adat 

yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, undang-undang, ketentuan 

dan Semakin tinggi ketaatan hukum warga suatu negara, akan semakin tertib 

kehidupan bermasyarakatnya. Sebaliknya, jika ketaatan hukum warga suatu 

negara rendah, yang berlaku adalah hukum rimba.1  

 Pentingnya ketaatan hukum dalam suatu negara sangat diperlukan untuk 

dijadikan pedoman oleh masyarakat sebagai aturan yang harus ditaati. Karena itu 

Indonesia sebagai negara hukum, dalam kehidupan masyarakatnya tidak lepas dari 

aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak 

tertulis. Aturan-Aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Aturan tersebut 

diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Karena 

                                                             
1  C.S.T.Kansil, Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia,(jakarta:balai 

pustaka:2001) hlm. 4 
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itu pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelanggar aturan perlu diberikan2 Di 

Indonesia hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

 Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan 

bangsa dan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat adil, 

makmur, dan sejahtera. Secara umum, kesehatan merupakan salah satu unsur 

kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia 

sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui pembanguan nasional yang berkesinambungan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Derajat kesehatan sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya 

manusia serta sebagai salah satu modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional 

yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya3  

Upaya mewujudkan hal tersebut secara optimal diperlukan dukungan 

hukum bagi penyelenggaraan dibidang kesehatan. di dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita 

bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia.  

Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, 

                                                             
2 Soerjono Soekanto,Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta:Rajawali Pers, 1980) hlm.8 
3 Maskawati dkk, Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab 

Pelayanan Kesehatan,(Yogyakarta: Litera, 2018), hlm.1 
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mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan 

berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial4  

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 162 merumuskan bahwa upaya 

kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang 

sehat, upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tinggi berdasarkan prinsip nondiskriminatif (tidak membeda-bedakan), 

partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi 

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya 

saing bangsa, serta pembangunan Nasional Sebagai unsur Hak Asasi Manusia . 

Kesehatan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab Negara, utamanya 

pemerintah sebagai yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 amandemen Pasal 28 I ayat (4) yang menetapkan bahwa, 

Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) 

adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah, Bentuk dari peraturan 

pelaksanaan dari pelayanan kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan. 

 Upaya Kesehatan diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai Upaya 

Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan 

secara terpadu terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, 

                                                             
4 Masrudi Muchtar dkk, Hukum Kesehatan Lingkungan: Kajian Teoritis dan 

Perkembangan Pemikiran, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2016), hlm. 11. 
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peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh 

pemerintah dan/atau masyarakat.5 

 Dalam permasalahan Kesehatan masyarakat, pemerintah berkewajiban 

memastikan warga negaranya tidak sakit dan juga berkewajiban untuk memenuhi 

hak rakyatnya atas kehidupan yang sehat dan terselengaranya kondisi-kondisi 

yang menentukan kesehatan rakyat, karena Kesehatan telah menjadi bagian dari 

kehidupan warga Negara dan dalam menjalankan amanat tersebut harus 

memenuhi azas pembangunan Kesehatan seperti yang tertulis dalam Pasal 2 

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Serta Dalam 

pelayanan kesehatan, dan kondisi yang dibutuhkan Saat ini diseluruh dunia 

sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua 

sektor kehidupan manusia.6  

World Health Organization (WHO) telah menetapkan Coronavirus 

Disease 2019 atau COVID-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Pengertian 

pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wabah yang 

berjangkit serempak dimana-mana atau meliputi geografi yang luas. 

Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke 

berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang, Sementara 

epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui 

peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area 

tertentu, Virus COVID-19 ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan 

mulai menyebar kehampir seluruh dunia.  

                                                             
5 Ibid,hlm.18 
6 Ibid,hlm.14 
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Penyebaran COVID-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu 

memprediksi kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia tidak 

bisa memenuhi kebutuhan rakyat. Akhirnya diberlakukanlah PSBB (Pembatasan 

Sosial Berskala Besar), lalu diperpanjang menjadi PSBB Transisi, kemudian 

diperpanjang menjadi PSBB Ketat, diperpanjang lagi menjadi PSBB Transisi 2.7 

 Setelah PSBB belum membuahkan hasil yang memuaskan, akhirnya 

pemerintah membuat peraturan baru yaitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat) tercantum dalam ketentuan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, 

Instruksi Mendagri tentang PPKM ini ditujukan kepada Gubernur, 

Walikota/Bupati dan pejabat Pemerintahan terkait. 

 Pemerintah menetapkan Mulai dari Januari sampai Februari 2021,untuk 

menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. PPKM berlangsung di beberapa 

wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi Covid-19, yakni di Pulau Jawa dan 

Bali. Diperpanjang menjadi PPKM Mikro mulai Februari sampai Juni 2021. 

Kemudian diperpanjang menjadi PPKM Darurat mulai tanggal 1 sampai 20 Juli 

2021. Lalu diperpanjang menjadi PPKM Level 3-4 mulai tanggal 21-25 Juli, 

diperpanjang lagi sampai  2 Agustus, 9 Agustus, 17 Agustus.8  

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ini memiliki kekurangan 

dalam materi muatanya, yaitu materi muatannya baru sebatas mengatur prosedur 

                                                             
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberlakuan_pembatasan_kegiatan_masyarakat_di_Indon

esia, diakses 8 oktober 2021 
8  https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-

hingga-ppkm-empat-level, diakses 8 oktober 2021 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberlakuan_pembatasan_kegiatan_masyarakat_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberlakuan_pembatasan_kegiatan_masyarakat_di_Indonesia
https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level
https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level
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penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui kewenangan Pemerintah 

Daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan 

Pemerintah Pusat (c.q. Menteri Kesehatan) untuk secara bekerja sama menetapkan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar, yaitu dengan prosedur yang diatur dalam pasal 

6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.  

Pemerintah penutupan akses suatu wilayah, penjaga keamanan dan 

pembatasan akses keluar dan masuk wilayah, penyedian pelayanan yang ketat 

pada suatu wilayah, tata cara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada pada 

suatu wilayah, serta prosedur yang lain yang terukur, sistematis, dan tegas guna 

menangani wabah Corona Virus Disease 2019 pada suatu wilayah tertentu9  

Dengan adanya PPKM ini, Kegiatan Masyarakat dibatasi. Masyarakat 

dilarang keluar rumah untuk bekerja, berjualan, berjamaah di Masjid, dan kegiatan 

lain yang menimbulkan kerumunan. Akibatnya Masyarakat tidak bisa mencari 

uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka Saat berdagang dirazia 

oleh Satpol-PP, didenda, dan makan hanya dibatasi 20 menit saja agar tidak 

membuat kerumunan, Namun setelahnya sejak tanggal 15 Juli 2021, kasus harian 

terus menurun secara konsisten.10 

 

Berdasarkan uraian diatas, Maka dalam Hal ini Penulis akan mencoba 

Menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS 

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) 

                                                             
9 Press Realese Catatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 oleh Tim 

Peneliti PSHK FH UII 
10 https://m.liputan6.com/amp/4605697/dampak-perpanjangan-ppkm-darurat-kemiskinan-

tak-terbendung, diakses oktober 2021 

https://m.liputan6.com/amp/4605697/dampak-perpanjangan-ppkm-darurat-kemiskinan-tak-terbendung
https://m.liputan6.com/amp/4605697/dampak-perpanjangan-ppkm-darurat-kemiskinan-tak-terbendung
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YANG DIBERLAKUKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA 

PENGENDALIAN VIRUS COVID-19 DI-INDONESIA ” 

A. Rumusan Masalah 

1. Apakah yang menjadi dasar hukum pemerintah melakukan pemberlakuan 

pembatasaan kegiatan masyarakat (PPKM) selama Pandemi COVID-19 . 

2. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan yang timbul dari kebijakan pemberlakuan pembatasaan 

kegiatan masyarakat (PPKM) dalam menanggulangi wabah COVID-19 . 

B. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pembahasan masalah dengan 

menitik beratkan pada Analisis Yuridis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) yang Di Berlakukan Oleh Pemerintah. Tujuan Penelitian ini 

adalah untuk Mengetahui : 

1. Untuk mengetahui dasar hukum pemerintah melakukan pemberlakuan 

pembatasaan kegiatan masyarakat (PPKM) selama Pandemi COVID-19 . 

2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan yang timbul dari kebijakan pemberlakuan pembatasaan 

kegiatan masyarakat (PPKM) dalam menanggulangi wabah COVID-19 . 

 

C. Kerangka Konseptual 

Dalam Buku serta Dalam Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhamadiyah Palembang disebutkan Bahwa : 
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1. Analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)11 

2. Yuridis, adalah menurut hukum; secara hukum: bantuan -- , bantuan hukum 

yang telah diakui oleh Pemerintah,jika aturan tersebut dilarang maka 

siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi.12 

3. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat aturan pemerintah untuk 

membatasi kegiatan masyarakat terutama terkait potensi kerumunan.13 

4. Pemerintah, adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur 

kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya 

atau penguasa yang bertugas di pusat yang melingkupi seluruh pemerintah 

daerah 14 

5. Pengendalian, adalah merupakan adalah fungsi penting karena membantu 

untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga 

penyimpangan dari standar diminimalkan dan menyatakan tujuan organisasi 

dicapai dengan cara yang diinginkan15 

6. Virus Covid-19, adalah Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh 

infeksi virus SARS-CoV-2, pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di 

                                                             
11 W.J.S Poerwaderminta,Kamus besar Bahasa Indonesia,pusat pembinaan dan 

pengembangan bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan,(Jakarta:1996), hlm.650 
12 https://id.wikipedia.org/wiki/yuridis, diakses oktober 2021 
13 https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33611/t/Definisi+PPKM+darurat, diakses oktober 

2021 
14 W.J.S Poerwaderminta, kamus besar bahasa indonesia,pusat pembinaan dan 

pengembangan bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan,(Jakarta :1996,hlm.770 

https://cuehandayani.wordpress.com/2014/11/20/pengertian-pengendalian, diakses 

oktober 2021 

https://cuehandayani.wordpress.com/2014/11/20/pengertian-pengendalian


9 
 
 

 

 
 

provinsi Hubei Cina pada Desember 2019 Covid-19 telah menyebar ke 

berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. 16 

7. Indonesia, adalah Indonesia, disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI, Republik Indonesia (RI) adalah negara di Asia Tenggara 

yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan 

Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah 

negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada 

metode sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisanya. Selain 

itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut 

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecah atas permasalahan yang timbul. 

Metode penelitian yang digunakan ialah Normatif yang bersifat Deskriptif 

dengan Menggambarkan Analisis Yuridis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) yang Di Berlakukan Oleh Pemerintah dan apakah Upaya 

Hukum yang Dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan yang Timbul dari 

kebijakan Pemberlakuan Pembatasaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam 

Rangka pengendalian Virus COVID-19 di Indonesia.  

2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang  terdapat di perpustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang 

                                                             
16 https://bangka.tribunnews.com/2020/03/24/pengertian-lengkap-apa-itu-virus-corona-

covid-19-gejala-cara-penularan-hingga-pencegahan , diakses oktober 2021 
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terkait seperti jurnal, artikel, buku, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh melalui bahan Pustaka.  

3. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis 

secara mendalam dibantu dengan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, 

serta sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penulisan skripsi ini. 

4. Analisis Data 

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting 

dalam penulisan skripsi ini. Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum 

dikumpulkan dan diklarifikasi, kemudian dianalisis secara kualitatif yang artinya 

menguraikan data dalam kalimat yang benar dan teratur, sistematis, logis, lebih 

efektif sehingga akan memudahkan pemahaman dari hasil analisis. induktif, yaitu 

penalaran yang berlaku khusus pada masalah yang dihadapi.  

E.Sistematika Penulisan  

 Rencana Penulisan Skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

Bab dengan Sistematika sebagai Berikut : 

 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup 

dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas Paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya 

dengan permasalahan yang akan dibahas. 

 BAB III : PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentangAnalisis Yuridis Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang di Berlakukan oleh Pemerintah 

Dalam Rangka Pengendalian Virus Covid-19 di Indonesia. 

 BAB IV : PENUTUP 

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian- uraian berkaitan 

dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang di 

Berlakukan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Pengendalian Virus 

Covid-19 indonesia yang telah dijabarkan pada penulisan skripsi ini, 

serta memberikan saran. 
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